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idorong oleh kebu-
tohan mendesak
untuk merespons
pelemahan ekonomi
nasicnal dan global,
pemeriniah meng-
umumkan Paket 1 Deregulasi ;)zula
9 September 2015. Pepgusaha baik
besar, menengah, kecii maupun
mikro serta masvarakat pada uinum-
nya mengharapkan adanya per-
ubahan segera dalam pengelolaan
ekonomi nasional, dan pemerintah
menjawabnya dengan menggulirkan
kebijakan deregulasi.

Ada dua tanggapan umuss yang
segera dapat diamati terhadap gulir-
an deregulasi pemerintah kali ini:
pertama, tanggapan pesitif dari
pelaku usaha yang belakangan
terbebani oleh biava-biaya eksira dan
compliance costs dalam menjatan-
kan usahanya. Kedug, mereka yang
khawatir bahwa deregulasi ini akan
menghapus berbagai perfindungan
yang selama ini diberikan oleh peme-
rintah dan kita akan dikuasai “asing’

Teori dasar deregulasi adalah sema-
kin sedikit dan semakin sederhana
aturan-ataran yang ada maka sema-
kin meningkat daya saing ekenomi,
yang pada gilirannya akan mening-
katkan produkiivitas dan efisiensi
serta menurunkan ongkes dan harga,

Dengan kata lain, dengan deregulast .

pemerintah memangkas aturan-atus-
an yang tidak perlu, termasuk yang
saling tumpang-tindih dan yang tidak
efektif atau efisien unluk mencapai
tujuan dari aturan itu sendiri.

Berdasarkan teori ini maka deregu-
lasi dilakukan sekali dan menyeluroh
terhadap aturan-aturan yang ada.
Deregulasi yang sifainya ‘sekall
uniuk semua’ ini sebetulnya membu-
ka peliang bagi murcuinya kembali
auran-atuzan baru vang melawan
semangat deregulasi itu sendiri.

Ini biasanya terjadi bita muscul
kernbali sentimen keberpihakan,
dikotomi dalam negeri dan luar ne-
geri, nasional dan asing, kita dan
mezeka, di dunia yang justru sema-
kin terintegrasi.

* Sejatinya; kita sudah menyaksikan.
gelombang dereguiasi sejak awal
1980-an, dan dalam perjalanannya
kebijekan deregulasi ini selaly ditim-
pali dengan semangat regulasi yang
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pada vjungnya mendorong pemerin-
tah untok menggulirkan lagi kebijak-
an deregulasi.

Apa yang dihasilkan dari perilaku
ini mudah ditebak: tujuan desegulasi

demi deregulasi tidak tercapai sehing-

ga daya saing tidak terdongkrak,
produktifitas dan efisiensi rendafy,
dan ongkos serta harga cenderung
bertengger di atas.

Lebih jauk, kecenderungan untuk
melakukan deregulasi kemudian
membiarkan regelasi berjatan lagi
sampai waktunya dirasakan perlu
deregulasi baru telah menciptakan
ketidakpastian yang membuat calon
investor mungkin perlu berpikir dua
kali untuk menananpikan
modal jargka panjangnya
di Indonesia. Jadi, apa yang
kurang dari dereguiasi?

Banyak ne-
gara, baik
maju maupun
berkembang,
kini menerapkan
regnlatory reform
atau program
refoimasi pera-
turan. Reformasi
peraturan ini
merupakan prog-
Tam yang sangat
lerorganisit dan ber-
kelanjutan ustuk mengkaii
berbagai aturan guna meminimalkan
dan menyederhanakannya secara
terus menerys sehingga efektif men-
capai lujuannya tetapi juga efisien.

Amerika Serikat, misainya, memi-
Jiki Regulatory Flexibility Act 1980,
sedangkan di [nggris dapat ditemui
Belter Regulation Commission yang
secara {erus menerus memantau
berbagai aturan agar tidak fumpang-
tznd]h dan menimbulkan ongkos
yarig tidak perlu.

Kita akan mudah untak sependa-
pat bahwa deregulasi itu perlu, tapi
agar semangat dan momentum dere-
gulasi itu dapat dipertahankan untuk
mencapai ujuannya, pemeriniah
juga periu menggulirkan program
regulatory reformt secara independen,

Semangat deregulast dan regu-
Intory refori seperii di atas tidak
harus diartikan bahwa regulasi tidak

& Anggota Trade Pollcy (Trap) Forum

diperlekan Jagi. Negara mana pun
di dunia menerapkan regulasi untuk
mengelofa perekonomiannya, dan
sermua negara mengacu pada perjan-
jian-perjanjian internasional sebagai
rujukan dalam meramuskan daa
melaksanakan aturan di tingkat na-
sional. B bidang perdagangan, per-
janjian internasional yang dijadikan
rujukan adalah perjanjian-perjanjian
di bawah payung WTO yang kini
beranggotakan 162 negara.

Berbagai perjanjian di WTO ini
telzh diratifikasi oleh Indonesia
melalui UU No. 7 tahun 1994
fentang Pengesahan Persetujuan
Pembentukar: Organisasi
Perdagangan Dunia, dan di sinilah
sering terjadi salah pengertian.
Dengan meratifikasi perjanjian
pembentukan WTO dan
mengikatkan diri pada
perjanjian-perjanjian
di dalamnya, tidak

berarti bahwa
Indonesia atau ne-
gara anggota WTO
lainnya kehilangan
kedaulatan sehing-
ga tidak dapat mela-
lukan pengaturan di
tingkat nasional.
Perjanjian-perjanjian
di WTO merupakan kesepa-
katan bersama anggota-
nya mengenai
hak dan kewa-
jiban dalam
menjalankan
perdagangan
internasional
agar berlangsung
tertib, transparan dan pasti.

Perianjian-perjanjian ini—mes-
kipun belum sempurza dan karena-
nya kini berlangsung Perundingan
Putaran Doha untuk memperbaiki-
nya dari perspektf pembanguin-
an—justru mempertegas eksistensi
negara agar perdagangan dunia tidak
menjadi zero sum game, di mana
setiap negara behas menaklukan ne-
gara lain.

Dengan kata lain, perjanjian ' WTG
mehgatiis Kewajiban ; sekaligss hak .
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" negara.anggotanya unink dapaz
berdagging dengan negara lain ber-

dasarkan hak dan kewajiban yang
jelas sambil melindungi kepentingan
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nasionalnya sesuai kaidah-kaidah
yvang disepakati bersama. Inilah yang
sering disebut sebagai rules-based
dalam sistem perdagangan inter-
nasicnal: sebuah fata perdagangan
dunia berbasis kaidah-kaidah yang
disepakati bersama,

Berbagai perjanjian WTO secara
jelas memberi hak kepada anggota-

- nya untuk melakukan larangan dan

pembatasan (Eartas) berdasarkan
pertimbangan K3LM, yaitu kesehat-
an, keamanan, keselamatan, ling-
kungan dan moral.

Namun, perjanjian WTO juga
cukup mudah uniuk dipahami
bahwa Eartas diterapkan hanya
untuk pertimbangan K3LM dan
bukan sebagai instrurnen untuk
menghambat impor guna melindungi
produk lokal. Untuk melindungi
produk lokal ini, perjanjian WIG
menyediakan instrumen lain yang
dapat ditempuh anggota, seperti tari-
fikasi, subsidi sampai batas tertentu,
serta langkah anti-dumping, anli-sub-
sidi dan pengamanan (safeguard).

Oleh karena tuntutan domestiknya,
sejumlah negara anggota mencoba
‘mengakali’ perjanjian WTO sede-
mikian rupa sehingga tampaknya
masih sesvai dengan ketentuan yang
disepakati.

Namun, WTO menyediakan wadah
tersendiri yakni Badan Penyelesaian
Sengketa apabila negara lain merasa

_ dirugikan. Tak mengherankan

karenanya, sengketa yang ditangani
di WTO adalah mengenai perbedaan
interpretasi pasal-pasal dalam per-
janjian WTO ke dalam aturan ataw .
langkah-langkah vang diambil negara -
anggota, bukan mengenai kebijaksa-
naan negara anggotanya.

Dalam konteks deregulasi saat ini,
tampaknya kita perlu kejelasan arah
vang ingin kita tuju sambil berusaha
menjadi smart boy: mengikuti kai-
dah-kaidah vang disepakati oleh selu-
ruh anggota WTO, tetapi bila perlu
juga ‘mengakali’ secara cerdas agar
kepentingan nastonal kita tercapal.

Ini tentunya bukan beban
Kementerian Perdagangan semata

"-Karena kebijakan perdagangan kita

adatah kebijakan pemerintah yang
harus didukang olel semua kemen-

" terian dan lembaga serta pemangku

kepentingan.




